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" ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Perbup Nomor 22
Tahun 2017 terhadap sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat barang di pasar
Sepanjang Taman Sidoarjo” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik retribusi pelayanan pasar
di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan
perbup nomor 22 tahun 2017 terhadap praktik perjanjian terhadap retribusi
pelayanan pasar di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo?.

Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik observasi atau
wawancara langsung yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati,
memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal
lain yang menjadi sumber data, kemudian selanjutnya dianalisis menggunakan
metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik retribusi
pelayanan pasar atas kegiatan bongkar muat barang yang memanfaatkan fasilitas
pasar berupa pelataran atau halaman pasar tidak ada pungutan retribusi yang
dianggarkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni perbup nomor
22 tahun 2017. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara pihak yang
juga memanfaatkan fasilitas pasar seperti penyewa stand di pasar dengan
pembongkar muat barang di pasar Sepanjang; kedua: Praktik bongkar muat
barang yang memanfaatkan fasilitas pasar berupa halaman pasar di atas tidak sah
karena tidak terpenuhinya syarat ujrah, yaitu tidak adanya pengembalian atau
nilai tukar atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa halaman pasar untuk kegiatan
bongkar muat barang yang dilakukan beberapa pihak dengan sembarangan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan sub unit pasar
Sepanjang harusnya mempertegas penganggaran retribusi di pasar Sepanjang
Taman Sidoarjo mengenai tarif yang harusnya diberlakukan dengan
memperhatikan perbup nomor 22 Tahun 2017 diharapkan menjadi aturan yang
dapat di ditegaskan untuk retribusi pelayanan pasar atas sewa fasilitas pasar
Sepanjang Taman Sidoarjo agar tidak terjadi kegiatan bongkar muat barang
dengan sembarangan di pasar Sepanjang Taman yang mengakibatkan
kesenjangan dengan pengguna fasilitas pasar yang lainnya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan
orang lain dalam setiap kegiatannya, termasuk dalam kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan. Tak akan ada manusia yang mampu hidup sendiri
tanpa bantuan orang lain terlebih dalam memenuhi kebutuhan. Didalam
Islam semua tata kehidupan manusia sudah diatur didalamnya dengan
tatanan yang sempurna untuk membimbing para umatnya menuju
kehidupan yang bertagwa dan bermoral. Mulai dari kehidupan manusia
dengan Tuhan-Nya sampai manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang
lainnya. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua
aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.' Dalam usaha
memenuhi kebutuhan manusia melakukan kagiatan ekonomi dalam
kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonomi merupakan segala aktivitas yang
dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan tujuan
mencapai kesejahteraan atau kemakmuran hidup.

Kegiatan ekonomi terdiri dari berbagai kegiatan, seperti produksi,

distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau

'Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gema Insani, 2001), 5



menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak
yang disebut dengan produsen. Barang yang telah dihasilkan akan
dilakukan proses distribusi yakni proses pengantaran prodak baik barang
atau jasa dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh pihak yang
disebut distributor. Konsumen merupakan pihak yang melakukan
kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan
nilai produk berupa barang atau jasa. Kegiatan ekonomi tidak dapat
dilepaskan dari tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan, tentu saja
manusia perlu bekerja atau memiliki matapencaharian untuk dapat
memenuhi  kebutuhan. Misalnya saja seperti berbisnis. dalam
perkembangannya bisnis merupakan suatu usaha yang memiliki
pendapatan yang menjanjikan bagi pengelolanya. Bisnis dapat berupa
bermacam-macam, misalnya bisnis manufaktur (memproduksi barang)
dan bisnis jasa.

Pada dasarnya bisnis merupakan suatu usaha menjual barang atau
jasa yang dilakukan oleh perorangan , sekelompok orang atau organisasi
kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba. Di
zaman yang begitu maju ini, manusia dengan segala kebutuhannya
memberikan peluang lebih untuk para pebisnis meraup keuntungan lebih
banyak, lebih-lebih pada bisnis yang memiliki inovasi baru yang belum
masyarakat kenal sebelumnya.

Berbisnis tidak terlepas dari kegiatan ekonomi jika melihat peran

didalamnya, ketika melakukan bisnis kegiatan didalamnya dapat berupa



bermacam-macam, seperti memproduksi barang atau penyediaan jasa.
Dalam kegiatan penyediaan jasa dapat berupa bermacam-macam, dari
mulai penyediaan jasa yang sederhana seperti jasa potong rambut dan jasa
semir sepatu, pada zaman yang serba modern ini peluang usaha untuk
bisnis penyediaan jasa telah beraneka ragam bentuknya mengingat
teknologi yang begitu maju dan mendukung keberadaan bisnis penyediaan
jasa.

Misalnya saja penyediaan jasa pengiriman barang yang tengah
menjamur saat ini dengan nama perusahaan yg bermacam-macam antara
lain seperti JNE, Tiki, Si Cepat dan lain sebagainya. Perusahaan jasa ini
menyediakan jasa pengiriman barang, baik pengiriman dalam kota, antar
kota, antar provinsi bahkan antar negara. Tentu saja hal tersebut
dipengaruhi oleh maraknya perdagangan online yang sedang diminati
masyarakat saat ini. Barang-barang yang dikirimkan oleh masyarakat
dengan perusahaan jasa ini juga beraneka ragam dari mulai pakaian,
makanan sampai kebutuhan sehari-hari tentu saja dengan tarif bersaing
yang mereka tawarkan antar perusahaan tersebut

Sedangkan dalam bisnis memproduksi barang dilakukan oleh
produsen-produsen tertentu baik dari perusahaan-perusahaan besar
ataupun insdustri rumahan. Barang yang di produksi juga beraneka ragam
seperti produksi makanan, pakaian, ataupun kebutuhan sehari-hari seperti
sabun mandi, alat-alat tulis, perlengkapan rumah tangga dan lain

sebagainya.



Dalam memproduksi suatu barang tentu saja tidak dapat berhenti
pada produsen saja, kegiatan memproduksi barang juga melibatkan pihak-
pihak lain seperti distributor dan konsumen, hal ini ditujukan untuk
memperlancar kegiatan produksi karena keterkaitan mereka satu sama
lain. Produsen memproduksi/menyediakan barang untuk diperjual belikan
dengan maksud mendapatkan laba/keuntungan, ketika barang sudah
diproduksi hal selanjutnya adalah mendistribusikan atau mengantar
barang tersebut untuk lebih dekat dengan konsumen sehingga mudah
untuk dipasarkan. Kegiatan distribusi barang ini dilakukan oleh pihak
yang sering disebut dengan distributor, distributor ini merupakan pihak
kedua setelah barang diproduksi, biasanya distributor tersebut berupa
toko-toko yang menjual barang tersebut. Misalnya produsen
memproduksi barang berupa sabun mandi, barang yang diproduksi terebut
tentulah sangat banyak dan produsen biasanya tidak menjualnya dalam
jumlah kecil sedangkan konsumen atau masyarakat biasa tidak mungkin
membeli sabun mandi dalam jumlah besar seperti per kardus atau per
kodi, dari hal tersebut produsen membutuhkan distributor untuk
mengecer sabun mandi tersebut agar barang dapat tersalurkan kepada
masyarakat/konsumen dengan jumlah yang mereka butuhkan saja.

Kegiatan distribusi juga tidak dapat berjalan dengan sendirinya,
mereka membutuhkan fasilitas yang menjembatani agar barang yang telah
diproduksi oleh produsen dapat mudah diperoleh dengan maksud untuk

menyeimbangkan permintaan pasar dalam memenuhi kebutuhan di



masyarakat. Fasilitas yang biasanya disediakan oleh produsen kepada
distributor barang adalah jasa mengantarkan barang dalam jumlah besar
yang dilakukan oleh reseller/sales pengiriman menggunakan kendaraan-
kendaraan seperti truck ataupun pick up. Kendaraan-kendaraan produsen
inilah yang biasanya memasok barang yang dibutuhkan oleh masyarakat
kepada distributor dengan jumlah besar.

Sasaran dari produsen barang tentu saja dengan berbagai
distributor, mulai dari agen barang, toko klontong sampai kios atau stand
dagang yang ada didalam pasar. Distributor-distributor akan dipasok
barang dari produsen menggunakan jasa pengiriman barang tersebut
untuk dijual kepada konsumen baik dalam jumlah partai atau eceran
sesuai dengan permintaan distributor. Dengan adanya jasa pengiriman
barang dari produsen tersebut distributor tidak perlu repot untuk
mendapatkan barang yang dibutuhkan, karena hal tersebut memang sudah
strategi pemasaran produsen agar barang produksinya dapat lancar terjual
kepada konsumen.

Kegiatan bongkar muat barang memang sudah lumrah terjadi di
masyarakat, tidak dipungkiri seringkali kendaraan yang melakukan
kegiatan bongkar muat barang ini parkir sembarangan dan membongkar
muatannya di pinggirian jalan yang tentu saja mengganggu arus
kendaraan lain, hal ini sering dijumpai ketika kendaraan bongkar muat

barang tengah melakukan bongkar muat di toko atau agen yang letaknya



dipinggiran jalan raya dan tidak memiliki halaman yang cukup untuk
kendaraan melakukan bongkar muat barang.

Selain di agen atau toko masyarakat, kegiatan bongkar muat juga
dilakukan stand dagang yang terdapat di pasar, seperti yang terjadi di
pasar Taman Sidoarjo, para pengirim barang dari produsen yang
membongkar muat barang melakukan bongkar muat barang di area pasar
Taman yang tepatnya setelah pintu masuk/gapura pasar Taman. Sekilas
kegiatan bongkar muat barang ini terlihat wajar, karena didepan area
pasar Taman yang merupakan kawasan dinas perhubungan kabupaten
Sidoarjo juga dijumpai hal yang sama yaitu melakukan bongkar muat
barang untuk melakukan pengiriman barang ke stand-stand pedagang
pasar.

Hal mengganjal terjadi pada penarikan dana retribusi yang
harusnya dikenakan kepada para pihak yang melakukan kegiatan bongkar
muat barang atau sering disebut sales di area pasar Taman ternyata pada
praktiknya adalah tidak diberlakukan. Mereka hanya dianggarkan tarif
parkir pada kendaraan yang mereka gunakan sesuai dengan tarif yang
telah ditentukan yakni Rp.5000 untuk truck dan Rp.3000 untuk kendaraan
pick up. Dengan tarif tersebut mereka dapat melakukan kegiatan bongkar
muat barang untuk pengiriman ke stand-stand yang ada di pasar Taman.

Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2017 bahwa kegiatan
bongkar muat barang yang ada di pasar juga akan dianggarkan retribusi

pelayanan pasar karena telah menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar



berupa pelataran atau halaman pasar untuk melakukan kegiatan bongkar
muat. Tarif untuk kegiatan bongkar muat juga bermacam-macam
tergantung dengan kendaraan yang digunakan sesuai peraturan yang
berlaku, antara lain truck dengan tarif Rp.5000, pick up Rp.4000 dan
becak/motor roda 3 Rp.3000. namun yang terjadi dalam pelaksanaannya
adalah truck dan pick up tidak dianggarkan retribusi sama sekali untuk
kegiatan bongkar muat barang.

Bukan hanya persoalan tarif retribusi pelayanan pasat yang
harusnya dianggarkan kepada sales atau distributor barang dalam pasar
ini, namun juga dengan adanya kegiatan bongkar muat barang ini
persoalan yang juga muncul adalah tidak kondusifnya kegiatan ekonomi
yang ada didalamnya karena kegiatan tersebut memakan sebagian lahan
pasar yang harusnya digunakan untuk tempat pedagang kaki lima menjual
dagangannya juga lahan parkir untuk sepeda motor dan mobil.

Dari permasalahan yang terjadi tersebut maka penulis mengangkat
judul “Tinjauan Hukum Islam dan Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017
terhadap sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat barang di Pasar

Sepanjang Taman Sidoarjo”
. Identifikasi dan batasan masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan yang dapat mucul dalam penelitian dengan

melakukan  identifikasi dan inventarisasi  sebanyak-banyaknya



kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, kemudian ruang
lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka
menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk
dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan
dibahas. Identifikasi dan batasan masalah ditulis dengan kalimat

deklaratif.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas
maka masalah-masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai

berikut:

1. Praktik bongkar muat barang pasar di Pasar Sepanjang Taman
Sidoarjo

2. Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan
pasar

3. Kesenjangan sosial penyewa stand dengan pelaku bongkar muat
barang dan terganggunya kegiatan ekonomi di dalam pasar Sepanjang
Taman Sidoarjo

4. Kecenderungan masyarakat terhadap minat berbelanja di pasar
Sepanjang

5. Kepatuhan para penyewa stand untuk membayar retribusi pelayanan
pasar

6. Penggunaan fasilitas pasar oleh masyarakat untuk kegiatan

perekonomian



Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis

membuat penelitian ini hanya pada dua masalah saja yaitu:

a. Praktik sewa fasilitas pasar di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo
b. Tinjavan hukum Islam dan Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017
terhadap sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat barang di Pasar

Taman Sidoarjo

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat barang di
pasar Sepanjang Taman Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perbup Sidoarjo Nomor 22
Tahun 2017 terhadap sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat barang

di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran
berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian
terdahulu sehingga tdak terjadi pengulangan dan duplikasi. Maka penulis
perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang

berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut:
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Esti Nurokhmah

“Implementasi retribusi pelayanan parkir menurut hukum Islam (studi
terhadap pasal 41-46 peraturan daerah No.19 Tahun 2011 tentang
retribusi jasa umum di Alun-alun Purwokerto”

Bagaimana implementasi retribusi pelayanan parkir di Alun-alun
Purwokerto berdasarkan pasal 41-46 peraturan daerah No.19 Tahun
2011 tentang retribusi jasa umum?

Bagaimana implementasi retribusi pelayanan parkir di alun-alun
Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No.19 Tahun

2011 tentang retribusi Pelayanan Jasa Umum menurut Hukum Islam?

Hasil dari penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah
praktik retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah
ditentukan dapat dikatakan menyimpang dari peraturan yang berlaku.
Hal tersebut dapat terjadi karena adanya overprestasi maupun unsur
pemaksaan dilihat dari segi hukum Islam, hukum atas pembayaran
retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut kepada petugas parkir tidak
diperbolehkan, karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil bukan
sebagai pengelola yang sebenarnya, sehingga petugas parkir tidak

boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan serta apapun yang
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dilakukan oleh seorang wakil harus sesuai dengan apa yang

diperintahkan’.

Skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan
penulis lakukan, sama-sama membahas retribusi yang terjadi pada
praktik lapangan dan menganalisis data menggunakan peraturan
daerah. Perbedaannya terletak pada fokusnya masalah retribusi,
skripsi tersebut fokus pada retribusi parkir sedangkan penelitian yang
penulis lakukan mengenai retribusi pelayanan pasar tentang sewa
fasilitas pasar dengan menggunakan peraturan bupati No.22 Tahun

2017 tentang retribusi pelayanan pasar

2. Siti Nur Jannah

“Implementasi peraturan bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang izin

usaha pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo”

Rumusan Masalah:

- Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012
tentang izin usaha pasar modern dan Pasar Tradisional di
Kabupaten Sidoarjo?

- Faktor-Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam
implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 tentang izin

usaha modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo?

? Esti Nurokhmah, “implementasi retribusi pelayanan parkir menurut hukum Islam (studi

terhadap pasal 41-46 peraturan daerah No.19 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan jasa umum
di Alun-alun Purwokerto)’(Skripsi-UIN Purwokerto, 2011)
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Yang membedakan dengan judul yang akan diangkat oleh penulis
ialah pada skripsi tersebut lebih memfokuskan pada proses perizinan
dan kesesuaian dengan peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 dan
berdasarkan pada perizinan antara pasar tradisional dan modern yang
disesuaikan dengan menejemen ISO 9001:2008 sedangkan judul yang
akan penulis angkat lebih fokus pada dana perizinan atau yang sering
disebut retribusi atas pelayanan pasar yang disesuaikan dengan
peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan praktik
lapangan di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo.

3. Sri Utami Ismi Hadi
“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik sewa Menyewa Stand pasar
di Desa Pangean Maduran Lamongan”
a. Bagaimana praktik sewa menyewa stand pasar di desa Pangean
Maduran Lamongan?
b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa

stand di pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan?

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, hasil dari skripsi ini
dalam analisis hukum Islam adalah praktik sewa menyewa di pasar
Pangean Maduran Lamongan sudah sesuai dengan syarat dan rukun
ljarah karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya’. Pembahasan

tersebut tentulah jauh berbeda dengan judul yang akan penulis angkat,

3 Sri Utami Ismi Hadi, “Analisis Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa stand pasar di
Desa Pangean Maduran Lamongan” (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)
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pada skripsi tersebut menganalisis tentang akad penyewaan stand
pasar yang dinilai kurang terbuka kepada para calon penyewa yang
tidak memberitahu spesifikasi stand yangakan disewa dipasar
tersebut, sedangkan pada judul skripsi yang akan diangkat oleh
penulis memfokuskan pada persoalan retribusi dari stand pasar yang

ada di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat
barang di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan perbup Sidoarjo Nomor
22 Tahun 2017 terhadap sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat

barang di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:

a. Sebagai bahan kajian untuk penelitian-penelitian berikutnya.



14

b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam, khususnya
berkaitan dengan relistis yang terjadi dimasyarakat mengenai
retibusi pelayanan pasar

2. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan
keterampilan dan kualitas diri bagi mahasiswa. Selain itu juga
dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi

masyarakat dalam lingkup retribusi pelayanan pasar.

G. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul :"Tinjauan Hukum Islam dan Perbup
Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017 Terhadap Sewa Failitas Pasar untuk
Bongkar Muat Barang di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo”, agar dalam
pembahasan  selanjutnya  tidak =~ menimbulkan  penyimpangan-
penyimpangan dalam penafsiran dan guna menghindari adanya
kesalahpahaman presepsi dalam memahani judul maka penulis perlu
sedikit menjelaskan tentang bagian penting dari judul penelitian:

Hukum Islam :Seperangkat aturan yang bersumber
dari Alqur’an dan hadis dengan
perantara ahli hukum figih Islam
mengenai sewa menyewa (/jarah)

Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun :Peraturan Perundang-undangan
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2014 yang merupakan peraturan
pembaruan dari Perda Sidoarjo
Nomor 7 Tahun 2012 tentang
retribusi pelayanan pasar

Sewa fasilitas pasar :Suatu akad sewa menyewa fasilitas
pasar berupa halaman pasar yang
digunakan kendaraan-kendaraan
untuk kegiatan bongkar muat barang

di pasar Taman Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan
dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan
selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.’

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub sab “Metode Penelitian” ini
berkenaan dengan lokasi peneliti, data yang dikumpulkan, sumber data,
pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo yang
terdapat masalah dalam sewa fasilitas pasar mengenai praktik

retribusi yang dilakukan di pasar tersebut

* Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah(Jakarta: Logos, 2001), 1
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2. Data yang dikumpulkan

Dengan melihat-lihat persoalan diatas maka data yang akan digali

meliputi data yang berkaitan tentang retribusi Pelayanan Pasar di

Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo, yaitu:

Jumlah kendaraan yang melakukan bongkar muat barang
setiap harinya di pasar Taman Sidoarjo

Nominal retribusi yang harusnya dianggarkan untuk kendaraan
bongkar muat barang di pasar Taman Sidoarjo

Fasilitas yang telah tersedia di pasar Sepanjang Taman
Sidoarjo

Macam-macam retribusi yang diberlakukan di pasar Sepanjang
Taman Sidoarjo

Kecenderungan masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar

untuk membayar retribusi

3. Sumber Data

Berdasarkan data yang dihimpun diatas, maka yang menjadi

sumber data dalam penelitian ini adalah:

a.

b.

Kepala Sub unit Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo

Kendaraan bongkar muat barang yang memanfaatkan fasilitas
pasar di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo

Pihak juru pungut dana retribusi di Pasar Sepanjang Taman

Sidoarjo

4. Teknik pengumpulan data
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Observasi atau pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidiki.’ Dengan observasi ini, peneliti ingin
melihat mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan
kejadian atau fenomena dan praktik lapangan yang terjadi
sebagaimana sebenarnya yang terjadi di pasar tentang data praktik
sewa fasilitas pasar mengenai pemberlakuan retribusi pelayanan
pasar Taman Sidoarjo.
Interview (Wawancara)

Menurut Kartono, /nferview atau wawancara adalah proses
Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan
dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan.’ Pihak
pertama berfungsi sebagai penanya, disebut Interviewer yaitu
peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi
informasi yaitu narasumber. Yang akan menjadi narasumber pada
penelitian ini yaitu sales yang melakukan kegiatan bongkar muat
barang, kepala sub unit pasar dan juru pungut retribusi pelayanan
pasar di Pasar Taman Sidoarjo. Dengan metode ini diharapkan
peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam

sehingga dapat dijadikan data.

3 Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, Metode Penelitian(Jakarta:Bumi Aksara, 2009),70.

% Ibid,83.
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Dokumen
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu
surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.’ Penggalian
data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati
data ataupun dokumen-dokumen yang ada pada sales yang
melakukan kegiatan bongkar muat barang dan sub unit pasar
Taman Sidoarjo. Data-data tersebut antaralain:
- Susunan organisasi sub unit pasar Taman Sidoarjo
- Data anggaran retribusi pelayanan pasar di pasar Taman
Sidoarjo

- Data denah area pasar Taman Sidoarjo

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis

melakukan hal-hal berikut:

a.

Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan
ntuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. Data-
data yang telah didapat dari observasi akan diperiksa untuk
dijadikan bahan penulisan skripsi tentang retribusi pasar baik dari
pihak sub unit pasar ataupun sales bongkar muat barang di pasar.

Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian

rupa sehhingga menghasilkan data yang baik dan mudah

7 Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, Metode Penelitian(Jakarta:Bumi Aksara, 2009),141.
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dipahami.® Kegiatan ini akan dilakukan ketika data sudah secara
lengkap didapat untuk kemudian dilakukan penulisan dengan
menyusun data-data tersebut dari pihak sub unit pasar Taman
ataupun hasil wawancara dari beberapa pihak yang diperlukan
seperti sales bongkar muat barang yang menggunakan fasilitas
pasar sehingga terbentuk suatu susuanan yang runtun dan mudah
dipahami.

c. Analyzing, merupakan upaya atau cara untuk mengolah data
menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa
dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan dalam sebuah
penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir setelah data yang ada
di pasar Taman Sidoarjo telah terkumpul, dengan beberapa teori
yang dibutuhkan maka kegiatan analisis untuk penelitian bisa
dilaksanakan.

6. Teknik Analisis Data
Proses analisis data daam penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dalam menjabarkan data-data yang ada di

lapangan tentang praktik retribusi pelayanan pasar di Pasar Taman

Sidoarjo
Kemudian untuk tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif

menggunakanalur berfikir induktif,” yang berasal dari dari fakta yang

¥ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014),210
? Saifuddin Azwar, Mtedode Penelitian, (Y ogyakarta:Pustaka Pelajar,1998),40
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ada di lapangan yakni di Pasar Sepanjang Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo yang menjadi wajib retribusi yakni pihak yang
melakukan kegiatan bongkar muat barang, dan keadaan sebenarnya

yang ada di lapangan yang dapat dijadikan suatu kesimpulan.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian
ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab.
Setiap bab menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan ban
selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang.
Tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat hal-hal yang
berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut
dituangkan dalam Sembilan sub sab yang terdiri dari latar belakang
masalah, isentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang teori Ijarah(sewa menyewa) dalam hukum
Islam, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk
membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis
fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi pengertian
retribusi/pajak , dasar hukum retribusi/pajak, rukun dan syarat sah

retribusi/pajak.
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Bab ketiga, berisi pelaksanaan praktik retribusi pelayanan pasar
yang ada di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo. Dalam bab ini berisi
gambaran umum dan pelaksanaan praktik retribusi pelayanan pasar
dengan mengambil beberapa sample data dari wajib retribusi yakni
pemakai fasilitas pasar di Pasar Sepanjang yang berperan di Pasar Taman
Sidoarjo.

Bab empat berisi tentang tinjauan hukum Islam dan Perbup
Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017 terhadap retribusi pelayanan pasar.
Dalam bab ini berisi tentang analisis praktik retribusi yang berlangsung di
Pasar Taman Sidoarjo .

Bab lima merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini
yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap
permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian

dilanjutkan dengan saran-saran.



BABII
KONSEP ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA (ZJARAH) DAN
PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

A. Ijarah
1. Definisi Al-Ijarah (sewa menyewa)

Al-fjarah secara etimologi para ulama figih memberikan beberapa
definisi, yakni'’:

a. Ulama Syafi’iyah

(Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu)

b. Ulama Hanafiyah

(Transaksi terhadap suatu mantfaat dengan imbalan)
c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

i 3l $0 a0 s s 2L
(Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu
tertentu dengan suatu imbalan)

d. Syekh Abu Bakar al-Jazairi
ljarah merupakan akad terhadap suatu manfaat dalam

jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu''

'"Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,Cet,1,2000), 228
1 Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul muslim, Mustofa °Aini, (Jakarta:Darul Haq,
2016),678.

21
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€. Muhammad Shalih al Munajjid

Ijarah adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan
takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.'?

f. Zainudin Ali
Dalam bukunya yang berjudul Hukum perdata Islam di
Indonesia, Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara
pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau
barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan

dalam waktu tertentu'

Dari berbagai pendapat yang telah dijelaskan diatas dapat
disimpulkan bahwa /[jarah merupakan akad sewa menyewa terhadap
suatu benda yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam waktu
tertentu dengan memberikan imbalan jasa (upah) dengan tidak

memindahkan kepemilikan barang

Dalam istilah Hukum Islam penyewa manfaat disebut musta Jir,
pemilik barang disebut mu’ajir, barang yang diambil manfaatnya
disebut ma jur dan pendapatan yang diterima dari akad ijarah disebut

ujrah (upah).

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah merupakan

perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai

"2 Muhammad Shalih al Munajjid, Intisari Figih Islami, Nurul Mukhlisin, (Surabaya:Fitrah
Mandiri Sejahtera,2007), 159
13 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2006)150.
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kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan
apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan
(mujir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma’jur) kepada
pihak penyewa (musta’jir) dan dengan diserahkannya barang/benda

maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya

(ujrah)"*
2. Landasan Hukum

a. Dasar Hukum Al-Qur’an

54553 18 4 o g s 28 O sl ) Gl 6 e BN caan S
PP AN 155 05 S5 e o g ol 305 5V Ga2g ) o GG gl
AR G el 1) oSl £ 36 235N 1 5T OF 5T B gl 2 G 6 s s

gy Z),.Lﬂu)”‘ L:«.U\ &5 | S Al 1555 J}MJL,

Artinya . “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya, dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tdiak dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu
kerjakan”

b. Dasar Hukum As-Sunnah

4" Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:Sinar
Grafika,1994), 52
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Artinya: “Sesunguhnya A’isyah ra. Istri Nabi Saw berkata:
Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan
yang ahli dari bani ad-dil, sedang orang tersebut memeluk agama
orang-orang kafir Quraisy, kemudian keduanya (Rasulullah Saw
dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang
tersebut dan menjanjikannya di gua tsur sesudah tiga malam
dengan kendaraan keduanya” (HR. Bukhari).
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid ad-Dimasyqy dan
wahab bin Said bin Athiah As-Salamy dari Abdur Rahman bin
Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdillah bin Umar berkata:

Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah olehmu upah orang sewaan
(pekerja) sebelum keringatna kering” (HR.Ibnu Majjah).

c. Dasar Hukum I[jma’
Dengan disyari’atkan ijarah, semua umat sepakat tak
seorangpun yang membantah kesepakatan (7jma’) ini sekalipun
ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi

hal itu tidak dianggap.15

3. Rukun Jjarah

1. Mu’jir, yaitu orang yeng menyewakan suatu benda dan menerima

upah

' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 13, (Bandung: Al-Ma’arif Bandung, 1987),11
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. Musta’jir, yaitu orang yang menggunakan manfaat dari benda dan

wajib menyerahkan upah

Shighat ijab kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang

berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang

dapat menunjukkan hal tersebut.'® Shighat akad dinyatakan dalam

ijab dan qabul dengan suatu ketentuan yaitu:

a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami

b. Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian

¢. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak
masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan'’

Ujrah (upah), yaitu suatu kewajiban dari penyewa benda

(musta’jir) untuk pembayaran imbalan atau upah kepada mu’jir

atas benda yang telah disewakan. Dalam kata lain, upah juga

berarti mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan.

. Manfaat

Dalam hal manfaat dari penggunaan aset akad ijarah adalah
obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus
dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini
yaitu:

1. Obyekijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa

2. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan

Ibid, 13

' M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 104
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3. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai
dengan syariah

4. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan

5. Manfaat harus dikenali  spesifik sedemikian rupa
menghilangkan  jahalah  (ketidaktahuan) yang  akan
mengakibatkan sengketa

6. Sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat

7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari

jenis yang sama dengan obyek kontrak'®
4. Syarat sah [jarah

Mengenai akad ijarah yang berkaitan dengan permasalahan upah
(yjrah), para ulama bersepakat bahwa syarat sahnya 7jarah terdiri dari
empat macam yang dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni:"’

1. Al-Ingad (Syarat terjadinya akad)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa agid (orang yang
berakad) diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz, serta tidak
diisyaratkan harus baligh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah,
tamyiz merupakan syarat fjarah dan jual beli, sedangkan baligh
adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz

itu sah namun bergantung pada keridhaan walinya.

'8 Taqiyuddin. Kifayat al-akhyar fi Halli al-Ikhtisar, Faslun al-Ijarah,309
' Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia,2006)125.
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Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Hanabilah dan
Syafi’iyah memberikan syarat orang yang berakad ialah harus
mukallaf, yaitu baligh dan berakal,sedangkan anak mumayiz
belum dapat dikategorikan sebagai ahli akad

2. An-Nafadz (Syarat pelaksanaan)

An-Nafadz berkaitan dengan barang yang disewakan atau
jasa yang dipakai mempunyai kekuasaan yang penuh untuk akad
dalam kata lain, barang yang disewakan harus milik sendiri dan
bukan barang atas tanggungan/kekuasaan orang lain. Artinya
orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diizinkan
oleh pemiliknya tidak dapat dijadikan obyek fjarah.

Suatu akad bisa dikatakan sah apabila orang yang berakad
(aqgid), barang yang menjadi obyek akad (ma’qud alaih), upah
(ujrah) dan zat akad (nafs al-akad) memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. Adanya keridhaan kedua belah pihak

Dalam surat An-Nisa’ ayat 29 Allah SWT berfirman™:

Ryl 5 083 o e 82 0,80 oy el o 1Y e 2l Gl

Wy 385 084 §)

Artinya: “Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu

sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka

diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu

% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 122
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Hal ini menjelaskan bahwa apabila salah satu orang yang
berakad tidak ada ada keridhaan dalam suatu akad maka akad

tersebut dianggap tidak sah.

Obyek dari pada akad haruslah jelas manfaatnya

Kegunaan barang yang disewakan harus diketahui dan
jelas. Kedua belah pihak saat berakad terutama orang yang
menyewakan (mujjir) harus mengerti untuk apa barang
sewaannya digunakan oleh pihak penyewa (musta’jir). Dalam
kata lain obyek sewa harus dimanfaatkan sesuai dengan
kegunaannya. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai
dengan apa yang diperjanjikan maka akad tersebut dapat
dibatalkan.

Obyek akad harus memenuhi syarat syara’

Misalnya seperti menyewakan tanah untuk dibangun
warung remang-remang atau memperkerjakan seseorang untuk
membuat patung sesembahan (berhala). Hal tersebut
dipandang tidak sah karena telah menyalahi syarat syara’ yang
ada.

. Kemanfaatan benda boleh menurut syara’

Manfaat benda yang disewa harus digunakan untuk

perkara-perkara yang tidak dilarang dalam syara’ dan juga

tidak boleh memperkerjakan untuk berbuat maksiat. Perjanjian
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sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan
olehsyara’ adalah tidak sah dan wajib ditinggalkan. Seperti,
perjanjian sewa menyewa ruko (rumah toko), yang mana
kemanfaatan tempat tersebut digunakan untk diskotik yang
didalamnya digunakan untuk berjudi dan menjual barang-
barang haram seperti minuman keras

e. Tidak mengambil manfaat kepada diri orang yang disewa,
tidak boleh menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab
menfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk diinya, juga tidak
mengambil manaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti
menggiling padi untuk diambil bekatulnya atau remahan beras
yang tak layak jual.

f. Apabila ada jaminan maka barang yang dijadikan jaminan
tersebut harus diterima oleh penerima gadai atau yang
mewakilinya

g. Benda yang dijadikan jaminan ada ditempat pada saat
transaksi terjadi*’

h. Obyek sewa menyewa dapat diserah terimakan, maksudnya
adalah barang yang dijanjikan dalam sewa menyewa harus
sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam kata lain benda
tersebut nyata adanya, seperti contoh sewa menyewa tanah

yang pada saat transaksi berlangsung yang menyewakan tanah

'Syafe’i, Figih Muamalah, 125
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hanya mampu menunjukkan sertifikatnya saja, bukan tanah
yang sebenarnyaSyarat lazimnya akad ijarah
Syarat kelaziman ijarah terdiri dari dua hal, yaitu:
1. Obyek sewa terhindar dari cacat
Hal ini terjadi ketika barang yang tengah disewa memiliki
cacat akibat salah penyewa, jika terdapat cacat pada barang
sewaan maka penyewa boleh meneruskan dengan membayar
pebuh atau sebaliknya.
2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad
Uzur merupakan sesuatu yang baru yang menyebabkan
kemudaratan bagi akad. Ulama Hanafiyah berpendapat jjarah
batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan atau manfaat akan
hilang apabila ada uzur
a) Uzur dari penyewa, seperti berpindah-pindah dalam
mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu
atau pekerjaan menjadi sia-sia
b) Uzur yang disewa, seperti barang yang disewakan harus
dijual untuk membayar utang atau tidak ada jalan lain
kecuali menjualnya
c) Uzur pasa barang yang disewa, seperti menyewa tanah
untuk peternakan ayam yang menyebabkan penduduk

sekitarnya merasa terganggu dengan bau kotorannya.
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ljarah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-

betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

3. Mempercepat dan menangguhkan upah

Akad Jjarah diibaratkan dengan suatu pekerjaan, maka
kewajiban pembayaran upahnya pada waktu ketika
pekerjaan berakhir, maka ia berhak menerima bayarannya
karena  penyewa  (musta’jir) sudah  menerima
kegunaannya”

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut :
a. Tuntas kerjanya

Dalam hal tersebut Nabi Muhammad Saw bersabda

dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majjah:

sl il afe o Lo o g 06 106 528 o e e e o g

2 Lot O sl 20
Artinya-“Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid ad-
Dimasyqy dan Wahab bin Said bin Athiyah As-Salamy
dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari
Abdillah bin Umar berkata: Rasulullah Saw Bersabda :
Berikanlah olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum
keringatnya kering” (HR.Ibnu Majjah)
b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang
Apabila ada kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum

dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang

berlalu, maka ijarah dapat dibatalkan.

2 1bid, 130

 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),121
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c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya
berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat
padamasa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya

d. Mempercepat dalam  bentuk pelayanan atau
kesepakatan keduabelah pihak sesuai dengan syarat

yaitu mempercepat bayaran24

5. Persewaan tanah

Dalam hukum Islam perjanjian sewa menyewa dapat dibenarkan
tentang keberadaannya, baik sewa untuk bangunan, pertanian,
perkebunan dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam akad
sewa menyewa tanah adalah kegunaan dari tanah yang telah disewa,
penggunaan tanah sewa tersebut juga harus disebutkan ketika
transaksi atau akad berlangsung, hal ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui seberapa lama tanah disewa sampai harga yang
disepakati tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan

menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak™
Sifat akad al-Jjarah

Para ulama figh memiliki pendapat tersendiri mengenai sifat
ljarah tentang terikat atau tidaknya akad ijarah. Namun, jumhur

ulama mengatakan bahwa akad al/-jjarah itu bersifat mengikat kecuali

2 1bid, 21

% Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, Hukum perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,

1994), 56
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ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan.Oleh sebab
itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan

jjarah’®
7. Macam-macam akad Jjarah

Jjarah ini mempunyai tiga syarat yaitu:

1. Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak
sah ijarah salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana
diantara keduanya yang disewakan.”’ Dalam hal ini upah
mengupah atau fjarah‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa biasanya
berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, memotong
rambut,dan lain sebagainya. ljorah ‘ala al-a’mal terbagi menjadi
dua yaitu:

a. [jarahkhusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja.
Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain
dengan orang yang memberinya upah.
b. [ljarah musytarik
Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau
kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasamadengan orang

. 28
lain

2*Nasroen Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya media Pratama, Cet,1,2000) 236
27 Wahbah Az-J vhaili, A/-figih Islami wa adiltuhu,418
8 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2004), 133.
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Barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad, sehingga
tidak sahzjarah rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua
pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad
dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah.

ljarah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti

jjorah rumah pada bulan atau tahun depan.

dalam fjarah dzimmah disyaratkan dua syarat, yaitu:

a. Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad
karenajjorah ini adalah akad salam dalam manfaat maka
disyariatkan menyerahkan modal salam.

b. Barang yang sudah disewakan sudah ditentulam jenis, tipe, dan
sifatnya seperti mobil atau kapal laut yang besar atau yang

kecil.

8. Hal-hal yang membatalkan akad Jjarah

a.

Rusaknya barang yang disewakan. Seperti menyewakan kendaraan
lalu kendaraan tersebut hancur, menyewakan binatang untuk
tunggangan namun mati ditengah jalan, atau menyewakan rumah
lalu terjadi bencana yang mengakibatkan rumah tersebut hancur.

Hilangnya tujuan yang diinginkan dari fjarah tersebut. Misalnya

seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh
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sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa
tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad jjarah™
Terjadi aib lama pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan
penyewa atau terlihat aib lama padanya

Rusaknya barang yang diupahkan (ma jur alaih), seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi

sesudah rusaknya barang

9. Pengembalian obyek sewa-menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah

berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan

barang yang disewakan kepada pihak pemilik semula (yang

menyewakan)

Adapun ketentuan-ketentuan pengembalian barang obyek sewa-

menyewa adalah sebagai berikut:*’

1.

Apabila barang menjadi obyek perjanjan merupakan barang yang
bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu
kepada pihak yang menyewakan/ pemilik, yaitu dengan cara
menyerahkan bendanya, misalnya sewa menyewa kendaran

Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang

tidak bergerak, maka penyewa berkewajiban mengembalikannya

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, 482
3% Chairuman Pasasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 1994)59



36

kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong,
maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya
dalam perjanjan sewa menyewa bangunan toko

3. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang
yang berwujud, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah
kepadapihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa

diatasnya.

B. Perbup Nomor 22 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar
1. Pengertian Retribusi

Menurut Pahala Siahan retribusi merupakan pembayaran
wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang
diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari
negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara tersebut.’’

Sedangkan menurut Roristua Pundiangan, retribusi daerah
merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan
kontribusi timbale balik kepada wajib pajak’>. Definisi yuridis
retribusi daerah terdapat pada ketentuan pasal 1 UU Nomor 28
Tahun 2009, yang berbunyi:

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

3! Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer (Y ogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 37
32 Roristua Pundiangan, Hukum Pajak, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015),11.
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tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan™

2. Ciri Retribusi Daerah

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan
undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran
yang dilakukannya.

d. Retribusi tentang apabila ada jasa atau pelayanan tertentu yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang
atau badan

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara
ekonomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi maka tidak akan

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3. Prinsip-prinsip pungutan retribusi

a. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan
margin keuntungan dan penggunaan langsung

b. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan
langsung dapat dengan mudah di identifikasi dan dikecualikan

(pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali

33 Pasal 1 UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi



38

apabila dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari
sebuah pelaporan atau fasilitas diterima oleh pengguna barang.

c. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastic
harganya

d. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat

berpengaruh dalam menentukan retribusi>*

4. Golongan dan jenis retribusi daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak
dan retribusi daerah yang mana telah mengalami perubahan dengan
digantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pada pasal 18 ayat (1)
menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu
yang disediakan oleh pemerintah. Namun tidak semua jasa yang diberikan
oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis tertentu
yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek
retribusi jasa tertentu dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

3* Imam Sobechi, Judicial Review Perda pada Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013)128
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c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian,

dan

pengawasan atas kegiatan, atau pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, saana atau fasilitas tertentu

guna melindungi

lingkungan.”

Tabel 2.1

Macam-macam retribusi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian

Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan tertentu
Retribusi pelayanan pasar | Retribusi pemakaian | Retribusi izin
kekayaan daerah mendirikan

bangunan

Retribusi pelayanan | Retribusi pasar grosir | Retribusi izin

kesehatan dan/atau pertokoan tempat  penjualan
minuman
beralkohol

Retribusi pelayanan | Retribusi tempat | Retribusi izin

persampahan/kebersihan pelelangan gangguan

Retribusi pelayanan | Retribusi terminal Retribusi izin

pemakaman dan trayek

pengabuan mayat

Retribusi pelayanan parkir | Retribusi tempat | Retribusi izin usaha

di tepi jalan umum penginapan atau | perikanan
pesanggrahan  atau
villa

Retribusi penggantian | Retribusi rumah

biaya cetak KTP dan akta | potong hewan

catatan sipil

Retribusi pengujian | Retribusi tempat

% Ida Zuraida, Teknik penyusunan peraturan daerah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014),86
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kendaraan bermotor

rekreasi dan olahraga

Retribusi pemeriksaan alat
pemadam kebakaran

Retribusi
penyebrangan di air

Retribusi penggantian
biaya cetak peta

Retribusi  penjualan
produksi usaha
daerah

Retribusi penyediaan atau
penyedotan kaskus

Retribusi pelayanan
kepelabuhan

Retribusi pengelolahan

Retribusi  penjualan

limbah cair produksi usaha
daerah

Retribusi pengelolaan tera-
tera ulang

5. Retribusi pelayanan pasar

Objek retribusi pelayanan pasar menurut Pasal 116 ayat (1) UU
PDRD ialah penyediaan fasilitias pasar tradisional sederhana, berupa
pelataran, los, kios, yang dikelola pemerintah daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut
adalah fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta*®
Unsur retribusi pelayanan pasar :

a. Objek retribusi Penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana,
berupa peralatan, los, kios, pelataran pasar

yang dikelola Pemerintah Daerah, dan

khusus disediakan untuk pedagang

%% Ida Zuraida, Teknik Penyusunan peraturan daerah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014)94-95
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b. Pengecualian objek : Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola
BUMN,
BUMD dan swasta.
c. Subjek retribusi : Orang pribadi atau Badan yang
memperoleh

jasa pelayanan pasar
d. Wajib retribusi : Orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi retribusi pelayanan pasar.
Pemungutan retribusi pelayanan pasar yang diadakan di pasar-pasar
khususnya daerah Sidoarjo adalah retribusi parkir, retribusi sewa stand pasar
dan retribusi bongkar muat barang. Untuk kegiatan bongkar muat barang
sesuai dengan pembaruan Undang-undang dari Perbup Nomor 7 Tahun 2012
menjadi Perbup Nomor 22 Tahun 2017 maka tarif yang dianggarkan untuk

kegiatan bongkar muat barang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif retribusi

Pelataran Membongkar/memuat barang | Rp./m?/kendaraan/org
pasar  dan | dagangan dengan
fasilitas menggunakan kendaraan
pasar
lainnya

a. Truck Rp. 4000

b. Pick Up Rp. 3000

c. Dokar Rp. 500
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d. Becak/Motor roda 3 Rp. 1000

Kegiatan bongkar muat barang yang ada di pasar Sepanjang Taman
Sidoarjo dilakukan di pelataran pasar yang dalam pelaksanaannya mengganggu
kegiatan perekonomian yang lainnya seperti pedagang kaki lima yang menjajakan
dagangannya ditempat yang sama yang mengakibatkan lahan menjadi sempit dan
pengunjung pasar tidak nyaman untuk berkunjung akibat berdesakan. Bongkar

muat barang tersebut berada di pelataran pasar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Lokasi Bongkar Muatan

6. Isi Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017

a. Latar belakang

Bahwa tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sidoarjo
Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan

penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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perkembangan perekonomian”. Penyelenggaraan  fungsi
pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah yang
mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
pembentukan  daerah = Kabupaten/kotamadya  dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah
Kotapraja Surabaya dan daeran tingkat Il Surabaya

2. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2012
tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional

3. Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012

tentang retribusi pelayanan pasar

c. Ketentuan Umnum

37Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017
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Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang
dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh pemerintah
kabupaten. Retribusi diberlakukan pada orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar meliputi
berbagai macam bangunan yang ada di dalam pasar, seperti
stand, kamar mandi/we, dan pelataran pasar. Pelataran adalah
halaman pasar yang digunakan pedagang untuk berdagang,
biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjajahkan
dagangannya dan kendaraan yang melakukan kegiatan bongkar

muat barang dagangan.

Tarif Retribusi

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan efetivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya
penyediaan jas sendiri meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,

biaya bunga dan biaya modal.

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang memiliki
fungsi yang sama, yang mana hasil dari pemungutan retribusi

tersebut akan disetor secara bruto ke Kas Daerah
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f. Masa retribusi

Masa retribusi pasar adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar. Retribusi
akan ditarik pada waktu ketika orang memanfaatkan fasilitas

pasar sesuai dengan berapa lama ia memanfaatkannya.

g. Pembayaran retribusi

Retribusi merupakan kewajiban bagi orang yang
memanfaatkan fasilitas pasar, retribusi tersebut harus dibayar
sekaligus. Berdasarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22
Tahun 2017 tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
retribusi yang terutang paling lama 30 hari setelah terutang. Wajib
retribusi dapat mengajukan angsuran atau menunda pembayaran
retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti
dijelaskan pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012

tentang retribusi pelayanan pasar.

7. Korelasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 ke Perbup Nomor 22 Tahun

2017

Sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dicantumkan
dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2012 bahwa undang-undang mengenai
retribusi pelayanan pasar harus diadakan pembaruan setiap 5 (lima) tahun

sekali sesuai dengan indeks harga yang berlaku sekaligus menyelaraskan
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dengan praktik keadaan lapangan yang sebenarnya. Kedua peraturan
perundang-undangan yang telah disebutkan memiliki keterkaitan satu
sama lain yakni tentang peraturan retribusi pelayanan pasar di wilayah
Sidoarjo, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan perekonomian yang
ada didalam wilayah pasar di Sidoarjo memiliki pungutan yang harus
dianggarkan bagi pelakunya, diantara kegiatan-kegiatan tersebut
misalnya sewa stand pasar, parkir kendaraan sampai bongkar muat barang
yang mana retribusi tersebut diguanakan untuk perizinan kegiatan
perekonomian yang terjadi dipasar, mengingat pasar merupakan tempat
umum yang dimiliki oleh Negara dan dikelola oleh Pemerintah Derah
yang mana Pemerintah Daerah berhak memberi kebijakan dalam
pengelolaan tersebut.

Jika dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 membahas mengenai
segala hal tentang retribusi pelayanan pasar di Sidoarjo dari mulai
macam-macam retribusi, objek retribusi, tarif retribusi sampai dispensasi
pembayaran retribusi menurut kriteria tertentu, sedangkan di pembaruan
undang-undang retribusi pelayanan pasar yakni Perbup Nomor 22 Tahun
2017 hanya menjelaskan tentang pembaruan tarif saja berdasarkan
kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan indeks harga yang
berlaku.. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 pungutan retribusi pelayanan
pasar untuk kegiatan bongkar muat barang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tarif Retribusi Perda Nomor 7 Tahun 2012

Pelataran Membongkar/memuat barang | Rp./m?*/kendaraan/org
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pasar
fasilitas

dan

pasar lainnya

dagangan dengan
menggunakan kendaraan

a. Truck Rp. 5000
b. Pick Up Rp. 2000
c. Becak/Motor roda 3 Rp. 1000
d. Sepeda motor Rp. 500

Sedangkan dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2017 tarif retribusi

pelayanan pasar untuk kegiatan bongkar muat barang mengalami

perubahan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perubahan Tarif Retribusi

Pelataran Membongkar/memuat barang | Rp./m*kendaraan/org
pasar  dan | dagangan dengan
fasilitas menggunakan kendaraan
pasar
lainnya
a. Truck Rp. 4000
b. Pick Up Rp. 3000
c. Dokar Rp. 500

d. Becak/Motor roda 3

Rp. 1000
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BAB III
DESKRIPSI PEMBAYARAN SEWA FASILITAS PASAR
DI PASAR SEPANJANG TAMAN SIDOARJO

A. Gambaran umum Pasar Taman

Pasar Taman berada di kelurahan Wonocolo kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo. Letak pasar ini berada di tempat yang strategis dan
mudah dijangkau oleh pengunjung. Pasar ini selalu ramai dengan
pengunjung setiap harinya, baik pagi sore sampai malam. Selain pasar
yang menjual berbagai kebutuhan, pasar ini juga terdapat terminal bemo
yang menjadi rute kendaraan umum terutama bemo, yang menuju kea rah
Surabaya seperti Royal, DTC, sampai pasar Turi, hal ini yang juga
menjadi factor pendukung kenapa pasar Sepanjang ini selau ramai dengan
pengunjung karena mudahnya pasar ini dijangkau dengan adanya
transportasi umum yang mendukung.

Pedagang yang ada di pasar Sepanjang mayoritas adalah orang
Madura, hampir 60% mereka menguasai Pasar Sepanjang untuk
menjajahkan dagangannya , kebanyakan mereka adalah masyarakat
pindahan Madura yang sudah berkeluarga dan menetap di Sidoarjo yang
bertempat tinggal di sekitar Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo yang mana
mereka melaksanakan aktivitas berdagangnya dari mulai pagi sampai
malam hari.

Pelataran pasar Sepanjang Taman Sidoarjo merupakan bangunan

olahan Pemerintah Daerah Sidoarjo yang didalamnya juga terjadi
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berbagai aktifitas perekonomian, seperti pedagang kaki lima yang
menjajahkan dagangannya, terminal bemo yang biasa digunakan untuk
menaik-turunkan penumpangnya, dan kegiatan bongkar muat barang
dagangan untuk memasok barang di kios-kios yang ada di pasar
Sepanjang, biasanya menggunakan berbagai kendaraan seperti, truck, pick
up, becak atau sepeda roda tiga.
1. Letak geografis pasar Sepanjang
Pasar Sepanjang memiliki letak yang strategis, berada di Desa
Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pasar ini memiliki
luas tanah 34.500 M? dan luas bangunan 24.150 M?. Secara gambaran
umum lokasi pasar Sepanjang bila dilihat dari letak geografisnya
berada diantara:
Sebelah utara : Pemukiman penduduk Desa Wonocolo

Sebelah selatan  : Pemukiman penduduk desa Kalijaten, dan Polsek

Taman
Sebelah timur : Kantor Desa Wonocolo, jalan arah Surabaya
Sebelah barat : SMK YPM 1 Taman, jalan arah Ngelom

2. Jenis Bangunan
Sejarah pasar Sepanjang tidak diketahui dengan jelas bagaimana
proses berdirinya, yang jelas pasar ini dibangun pada Tahun 1987 di
desa Wonocolo Taman Sidoarjo. Adapun bangunan yang ada di pasar
Sepanjang diantaranya:

Tabel.3.1
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NO BANGUNAN JUMLAH
1 Togu (toko gudang) 17 buka 17
2 Kios 274 buka 251
3 Los 2.265 buka 2091
4 Pancaan 90 buah
5 MCK/ Ponten 3 buah
6 TPS (Tempat pemungutan | 1 buah

sampah)

7 Musholla 1 Buah

B. Struktur organisasi pasar Sepanjang Sidoarjo

Tabel 3.2
Struktur Organisasi

Kepala Pasar Taman
Djoko Susilohadi,SH
Nip.19610201 198101 1011

Pengawas Pasar Taman

Achmad Jayadi
Nip.196506152007011028

Bendahara

Wikinanti Maria Ulfa

Pengadministrasian

Nip.196808462007012010

Nip.197101062007012004

Keamanan
1. Buasim 4. Wagiono
Imron mashadi 5. M.Musyafak
3. Dian satria N. 6. Herman H

N

Juru Pungut
Wignyo Suheri 4. Moch. Churodhi
Sumali 5. Subandi
Sujiono 6. Sumarto

wh e

A 4

Kebersihan
Agus Sucipto 9. Sugiadi
Tatok Pristianto 10. M. Nanang A
Supard 11. Didik Irawan
Eko Wahyudi 12. Putri Erlinda
Indra 13. Kiswahyudi
Akemad Hidayat 14. Moch Alfian G.
Moh Fikri S 15. Bagus L.H
Acmad Danang 16. Fuadi
Samidi

©CoOoN>~wWNE
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C. Tugas dan kewajiban

1. Kepala dinas pasar
Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008
tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pasar kabupaten
Sidoarjo Kepala dinas mempunyai tugas antara lain yaitu
memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan
penyelenggaraan kegiatan dinas pasar. dalam melaksanakan tugas
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yakni:>®

a. Perencanaan program bidang pengembangan dan penerimaan
keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar, pemeliharaan
gedung serta kesekretariatan

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan satuan kerja
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

o a0

Pelaksanaan tugas kednasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya

2. Bendahara
Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017
tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten
Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar,
tugas bendahara UPTD pasar adalah:*’

a. Membantu mencatat dalam buku register penerimaan retribusi
setiap hari dan pada akhir bulan melaporkan realisasi
penerimaan kepada kepala UPT

b. Membantu mencatat setiap penyetoran pada formulir register
penerimaan harian diketahui oleh kepala UPT

*Pperaturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008
3*Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017
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Bendahara membantu menyetorkan uang setoran bank sesuai
jumlah nominal pada SSRD

Bendahara mencatat setoran masuk pada buku register
penerimaan harian tiap pasar dan pada akhir bulan dilaporkan
kepada kepala dinas dengan membubuhkan tandatangannya
Bendahara membuat dan melaporkan hasil penerimaan
retribusi pelayanan pasar kepada bendahara umum daerah
(BUD) Kabupaten Sidoarjo

3. Keamanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008

dalam melaksanakan tugasnya bidang keamanan dan kebersihan

memiliki fungi sebagai berikut:*

a.

Penyusun program dan petunjuk teknis keamanan dan
ketertiban serta kebersihan

Pengkoordinasian dan pelaksanaan program keamanan,
ketertiban dan kebersihan serta fasilitasi pelayanan

Pembinaan personil keamanan ketertiban, dan kebersihan
pasar

Pelaporan pelaksanaan tugas penagihan dan pembukuan
pengembangan serta

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan bidang tugasnya

Seksi keamanan memiliki tugas yakni:*'

Menyiapkan penyusunan program keamanan dan ketertiban
Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis
keamanan dan ketertiban

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan keamasnan dan
ketertiban

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan keamanan, ketertiban
pasar pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan pasar
Melaksanakan patrol keliling atau ronda dalam usaha menjaga
keamanan lingkungan pasar

*Pperaturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008

“bid



53

6. Melaksanakan  kegiatan-kegiatan untuk  meningkatkan
keamanan terhadap kerawanan kemungkinan pencurian dan
bahaya kebakaran

7. Melaksanakan penyegelan dan atau pembukaan kembali bedak
(stand) serta fasilitas lainnya

8. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan
ketertiban pasar

9. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar

10. Memberikan informasi atau laporan tentang peristiwa atau
kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban
pasar

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang dan tugasnya

.. Kebersihan

Seksi kebersihan memiliki tugas sebagai berikut:

a.

b.

Menyiapkan penyusunan program kebersihan

Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis
kebersihan

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kebersihan
Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kebersihan pasar
Menyelenggarakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang Dberkaitan dengan
kebersihan pasar

Memberikan saran atau pertimbangan tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam rangka kebersihan pasar dan

pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan pasar
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Melaksanakan penyusunan dan pemantauan program
pengendalian pencemaran lingkungan pasar

Melaksanakan ketatausahaan bidang

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugasnya

5. Juru pungut

Dalam melaksanakan tugasnya petugas juru pungut memiliki

tugas sebagai berikut:

a.

Juru pungut ditunjuk oleh kepala UPT berdasarkan surat
printah tugas

Melakukan penarikan retribusi dengan memberikan karcis
pasar atau SKRD sebagai bukti pembayaran retribusi sesuai
dengan tarif yang telah dibebankan

Memberikan hasil penarikan retribusi pasar dengan
menyetorkan bruto kepada bendahara penerimaan pembantu
masing-masing pasar untuk disetorkan ke kas daerah
menggunakan slip setoran bank dalam waktu paling lambat

satu hari kerja

6. Penyewa stand/penjual

Penyewa stand/penjual memiliki kewajiban-kewajiban

layaknya pihak yang menyewa stand di pasar, diantaranya adalah:

a.

Membayar uang sewa yang telah dibebankan dengan tepat

waktu
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b. Membayar dana retribusi pelayanan pasar yang telah
ditentukan nominalnya oleh pihak pasar
C. Menjaga kondisi dan kebersihan stand yang disewa agar tetap

dalam kondisi baik

D. Praktik sewa fasilitas pasar dan retribusi pelayanan pasar di pasar

Sepanjang Sidoarjo

Sewa fasilitas pasar yang dikhususkan dalam skripsi ini adalah
tentang sewa fasilitas pasar berupa pelataran pasar yang ada di pasar
Sepanjang. Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan di pasar
Sepanjang Taman dilakukan hampir setiap hari oleh distributor barang
dagangan yang melakukan pengiriman barang untuk memasok barang di
kios-kios yang ada di pasar Sepanjang. Kegiatan bongkar bmuat barang
biasa dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang bermacam-macam

mulai dari truck, pick up, becak, sampai sepeda roda tiga.

Gambar 3.1
Kegiatan Bongkar Muatan
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Sesuai observasi yang dilakukan penulis di pasar Sepanjang
Taman Sidoarjo, kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan di
pelataran pasar ini terjadi hampir setiap hari oleh distributor-distributor
barang dagangan seperti sembako, makanan ringan, dan sayur-sayuran.
dalam peraturan yang berlaku kegiatan bongkar muat barang adalah wajib
untuk menyerahkan dan dipungut retribusi pelayanan pasar dengan tarif
yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Perbup
Nomor 22 Tahun 2017 karena kegiatan bongkar muat barang dagangan
tersebut menggunakan bagian dari fasilitas pasar yakni halaman pasar.

Dalam pelaksanaannya praktik penarikan retribusi di pasar
Sepanjang Sidoarjo dilakukan setiap hari pada jam 10 pagi oleh juru
pungut pasar Sepanjang yang dilakukan dengan sistem pungutan antar
kios ke kios bagi penyewa stand untuk berdagang. Namun berbeda halnya
dengan kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di pelataran pasar
Sepanjang, hal ganjal ditemukan disini ketika pengakuan dari pihak-pihak
yang melakukan bongkar muat barang dengan berbagai kendaraan
mengakui bahwa kegiatan mereka tidak dipungut retribusi pelayanan
pasar.

Menurut pemaparan para pihak yang melakukan bongkar muat
barang di pasar Sepanjang mereka tak tahu menahu soal retribusi yang
harus dibayar ketika melakukan bongkar muat, mereka kebanyakan sudah
berlangganan untuk memasok barang di pasar Sepanjang namun tidak ada

pungutan yang mereka terima. Tidak adanya petugas khusus dari Upt
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pasar Sepanjang untuk menarik pungutan retribusi pelayanan pasar juga
menjadi pertanyaan dan sumber dari bebasnya kegiatan bongkar muat

barang di pelataran pasar Sepanjang.

. Hasil wawancara di Pasar Sepanjang

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan kepada
berbagai narasumber yang berperan dalam sewa fasilitas pada dalam hal
retribusi pelayanan pasar, diantaranya disperindag Sidoarjo, kepala UPT
Pasar Sepanjang/Taman Sidoarjo, dan para pihak seperti sales dan
distributor barang yang membongkar muat barang dagangan di pasar
Sepanjang Sidoarjo
1. Kepala unit pelaksana teknis pasar Sepanjang Taman Sidoarjo

Wawancara yang pertama dilakukan kepada kepala Unit Pelaksana

Teknis pasar Sepanjang Taman, yakni Djoko Susilohadi (60 Tahun)
yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dilaksanakan
petugas yang berkewajiban memunguti retribusi atau sering disebut
dengan juru pungut yang dilaksanakan sekitar pukul 10.00 pagi
sampai selesai. Beliau juga mengungkapkan bahwa pemungutan
retribusi pelayanan pasar di pasar Sepanjang kepada pedagang-
pedagang yang menyewa stand di pasar Sepanjang sudah maksimal
dilakukan setiap hari dengan tarif pungutan yang sesuai dengan
Perbup Nomor 22 Tahun 2017 yang menjadi titik fokus penarikan

retribusi adalah penyewa stand sedangkan untuk penggunaan fasilitas
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WC sudah ada yang bertugas menarik tarif setiap kali ada yang
menggunakannya, sedangkan untuk kegiatan bongkar muat tidak ada
di pasar ini, hanya ada parkir untuk pengunjung tapi itu adalah
tanggung jawab dari Dishub Sidoarjo bukan Upt pasar Sepanj ang.42

Kegiatan bongkar muat barang didalam kawasan pasar Sepanjang
pada dasarnya adalah kegiatan liar yang mana kegiatan tersebut
harusnya dilarang oleh pihak sub unit pasar Sepanjang, karena
dianggap mengganggu dan luasnya halaman pasar Sepanjang dianggap
tidak cukup untuk menampung kegiatan bongkar muat barang
didalam kawasan UPT pasar Sepanjang.

Pasar Sepanjang memiliki kelompok khusus yang terbentuk dari
masyarakat yang memiliki peran di pasar Sepanjang seperti
masyarakat yang menyewa stand di pasar Sepanjang benama
Himpunan Pedagang Pasar yang sering disebut dengan istilah “HPP”
dan bekerjasama dengan preman pasar. Inilah penyebab berbagai
masalah tentang penegakkan aturan retribusi pelayanan pasar terjadi,
premanisme telah menguasai pasar Sepanjang yang mana dalam
kegiatannya mereka melakukan pengalihan hak yang harusnya
menjadi wewenang pasar menjadi wewenang mereka, seperti tarif
parkir yang seharusnya dianggarkan oleh sub unit pasar Sepanjang
tapi diambil haknya oleh HPP dalam pelaksanaannya. Pihak sub unit

pasar tidak mau berbuat banyak, mereka membirakan hal itu terjadi

*2 Djoko Susilohadi, (kepala UPT pasar Sepanjang Taman) Wawancara, Sidoarjo. Tanggal 20
Desember 2018
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dan dianggap masalah itu sebagai hal lumrah untuk menyeimbangkan
kerjasama antara sub unit pasar dengan HPP beserta preman-preman
yang ada di pasar tersebut agar tercipta kondisi yang harmonis dan
tidak saling bertentangan didalamnya.
2. Juru Pungut pasar Sepanjang Taman
Penulis juga mewawancarai Sujiono (45 Tahun) asal Wonocolo
Sepanjang Taman Sidoarjo selaku juru pungut pasar Sepanjang yang
mengatakan bahwa retribusi pelayanan pasar yang diberlakukan di
Pasar Sepanjang Taman berjalan dengan baik dan tertib yang
diberlakukan kepada para pedagang yang menyewa stand di pasar
Sepanjang Taman Untuk juru pungut bongkar muat barang yang ada
di pasar Sepanjang beliau tidak tahu menahu dan bukan tugas dari
pekerjaan yang telah dibebankan™
3. Pembongkar muat barang
Pertama Hadi (48 Tahun)asal Bebekan Taman Sidoarjo,
distributor sembako berupa mie kering menuturkan bahwa ia
melakukan bongkar muat barang dagangannya dengan menggunakan
pick up untuk memasok penjualan mie kering ke pedagang sembako
yang ada di pasar Sepanjang Taman namun tidak pernah dipungut

retribusi untuk kegiatannya bongkar muat barang dagangan**

2 Sujiono, (Juru pungut pasar Sepanjang Taman) Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 20 Desember
2018

* Hadi, (distributor sembako pasar Sepanjang Taman), Wawancara,Sidoarjo, Tanggal 21
Desember 2018
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Rohman (47 Tahun) asal Kebosari Surabaya sopir pick up yang
pengantar barang dagangan berupa makanan ringan mengungkapkan
bahwa dia sudah berlangganan untuk mengantarkan barang di pasar
Sepanjang sudah dari 4 tahun kebelakang biasanya di hari Selasa dan
Jum’at mengatakan bahwa ia tidak dipungut retribusi pelayanan pasar
ketika melakukan bongkar muat barang *°

Distributor bumbu instan asal Surabaya bernama Kadir (36
Tahun) asal Waru Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa ia sudah
sering melakukan pengiriman barang ke pasar Sepanjang dan
melakukan bongkar muat barang dengan menggunakan pick up namun
tidak pernah dipungut biaya retribusi, hanya saja dipungut dana parkir
sebesar Rp.2000 *°

Keempat yaitu Sunaryo (41 Tahun)asal Driyorejo Gresik yang
melakukan pengiriman barang sembako berupa beras untuk memasok
ke pedagang-pedagang beras yang ada di pasar Sepanjang Taman
dengan menggunkan truck yang juga menuturkan bahwa hanya dana
parkir yang dianggarkan ketika ia melakukan kegiatan bongkar muat
barang sebesar Rp.5000 yang dipungut oleh tukang parkir *’

Yang terakhir yaitu Salam (39 Tahun) asal Jemundo Taman

Sidoarjo, distributor makanan ringan yang mengirim barang kepada

* Rohman, (sopir bongkar muat pasar Sepanjang Taman), Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 21
Desember 2018

% Kadir, (sales bumbu instan pasar Sepanjang Taman), wawancara. Sidoarjo, Tanggal 21
Desember 2018

" Sunaryo, (sales sembako pasar Sepanjang Taman), Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 5 Januari
2019
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para pedagang pasar Sepanjang dua kali seminggu dengan
menggunakan pick up yang juga mengaku tidak pernah ada
pemungutan retribusi untuk kegiatan bongkar muatnya, hanya saja
penarikan parkir yang rutin dipungut ketika ia parkir di pasar
Sepanjang tersebut.**
Disperindag Sidoarjo

Wawancara yang pertama dilakukan di Disperindag Sidoarjo
dengan narasumber Nur Hadi (54 Tahun) selaku kasi 3 bidang pasar,
yang mengatakan bahwa retribusi pelayanan pasar memang
diwajibkan bagi setiap orang yang memanfaatkan fasilitas pasar untuk
kegiatan perekonomian yang dilakukan baik yang berdagang di stand-
stand pasar, pedagang kaki lima sampai kegiatan yang memanfaatkan
pelataran pasar seperti kegiatan bongkar muat barang. Kegiatan
bongkar muat yang memanfaatkan (menyewa) fasilitas pasar akan
dipungut retribusi pelayanan pasar, retribusi tersebut digunakan untuk
perizinan penggunaan fasilitas pasar yang disewa dari pemerintah,
selain itu juga digunakan untuk dana kebersihan dan keamanan, hal ini
sesuai dengan perda Nomor 7 Tahun 2012 yang telah mengalami

pembaruan menjadi perbup Nomor 22 Tahun 2017

*8Salam, (sales makanan ringan pasar Sepanjang Taman), Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 5

Januari 2019

* Nur Hadi (Kasi 3 bidang pasar Disperindag Sidarjo) Wawancara Sidoarjo, Tanggal 18
Desember 2018
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BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22

TAHUN 2017 TERHADAP SEWA FASILITAS PASAR DI PASAR
SEPANJANG TAMAN SIDOARJO

A. Analisis pembayaran sewa fasilitas pasar di pasar Sepanjang Taman

Sidoarjo

Sebagaimana dijelaskan pada bab 1 sewa fasilitas pasar yang akan
dibahas yakni masalah retribusi pelayanan pasar yang terjadi di pasar
Sepanjang Taman Sidoarjo. Retribusi pelayanan pasar adalah salah satu
bentuk otonomi daerah, otonomi daerah merupakan aplikasi dari suatu
kebijakan yang memiliki tujuan dengan upaya untuk memaksimalkan
hasil yang dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang
menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan
masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi
daerah dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan.

Meskipun retribusi pelayanan pasar bukan kategori penerimaan
retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan pasar kabupaten Sidoarjo
memiliki peranan yang cukup penting, yaitu sebagai salah satu
penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya PAD
pada umumnya.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa
umum yang keadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelayanan

pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran,
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los kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk
pedagang. Setiap pedagang yang menyewa stand dan berdagang di pasar
akan dikenakan tarif retribusi yang berbeda-beda sesuai dengan luas stand
yang mereka sewa. Menurut peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017
tentang retribusi pelayanan pasar prinsip dalam penatapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, dalam pemungutan
dana retribusi pelayanan pasar di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo oleh
upt pasar Sidoarjo. Pemungutan tersebut diambil setiap pagi hari pada
pukul 10.00 WIB sampai selesai. Stand yang mulai beroperasi di sore hari
tidak dikenakan tarif retribusi karena juru pungut penarikan retribusi
hanya beroperasi pada pagi hari saja. Retribusi hanya dikenakan pada
stand-stand yang beroperasi atau yang sedang menggelar dagangannya,
besar tarif yang dikenakan bermacam-macam berdasarkan ukuran stand
masing-masing.

Pelaksanaan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh upt pasar
Sepanjang petugas kebersihan upt pasar Sepanjang melaksanakan
tugasnya setiap hari mulai dari pukul 06.00 WIB pagi sampai selesai.
Pelayanan kesersihan tersebut dilaksanakan oleh petugas kebersihan
dengan pembagian wilayah masing-masing yang mana disetiap
wilayahnya tersebut merupakan tanggung jawab mereka sesuai

pembagian. Pelayanan kebersihan hanya dilakukan satu kali sehari yakni
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pada pagi hari, untuk sore dan malam pelayanan kebersihan sudah tidak
ada. Sedangkan untuk pelayanan keamanan, para pedagang yang
menyewa stand di pasar Sepanjang dikenakan tarif 10.000 per bulan yakni
dianggarkan setiap tanggal 1 pada awal bulan.

Dalam pelaksanaannya upt pasar Sepanjang melakukan
pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap hari senin sampai hari
minggu, pungutan tersebut dilakkan oleh beberapa juru pungut yang yang
telah diberi wilayah tersendiri masing-masing untuk melaksanakan
tugasnya melakukan pungutan retribusi. Pembaruan Undang-undang
retribusi pelayanan pasar setiap tiga tahun sekali dari Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2012 dan mengalami pembaruan ke Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 menjadi titik berat pedoman dalam retribusi
pelayanan pasar Sepanjang Taman Sidoarjo. Perubahan Undang-Undang
tersebut mengacu pada perubahan tarif yang dianggarkan pada penyewa
stand yang telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Penarikan retribusi pelayanan pasar dianggarkan untuk izin
penempatan  bangunan atau stand yang digunakan  untuk
berdagang,pelayanan keamanan dan kebersihan dan penggunaan fasilitas
pasar yang dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan perekonomian.
Termasuk halaman pasar yang menjadi bagian fasilitas pasar. di halaman
pasar Sepanjang terjadi berbagai kegiatan perekonomian antara lain

seperti bemo yang menaik-turunkan para penumpangnya, pedagang kaki
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lima dengan menggunakan sepeda atau mobil untuk menggelar
dagangannya dan juga kegiatan bongkar muat barang dagangan.

Kegiatan bongkar muat tersebut dilakukan untuk mengirim
barang dagangan ke kios-kios atau stand yang berada di pasar Sepanjang
Taman. Barang dagangan tersebut juga beraneka macam, mulai dari
makanan ringan, sembako, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Bongkar
muat di pasar Sepanjang Taman dilakukan dengan berbagai kendaraan
mulai dari becak, pick up sampai truck yang dilakukan oleh sales-sales
dan distributor dari berbagai daerah seperti Sidorjo, Surabaya dan Gresik.
Tidak dipungkiri karena pasar Sepanjang memang menjadi pusat dan
sasaran dari berbagai daerah karena letaknya yang strategis dari berbagai
wilayah, yang dekat dengan wilayah Surabaya dan Gresik.

Setelah observasi yang telah dilakukan, hal ganjal terjadi pada
penarikan retribusi pelayanan pasar pada kegiatan bongkar muat barang
di pasar Sepanjang. Kegiatan bongkar muat barang dagangan tidak
dianggarkan pada pelakunya. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun
2017 kegiatan bongkar muat barang dagangan dengan kendaraan truck,
pick up, dokar dan becak telah diatur dalam peraturan tersebut dengan
tarif yang telah ditentukan. Namun pada praktiknya kegiatan bongkar
muat barang dagangan tersebut tidak dianggarkan, juga tidak ada petugas
khusus yang bertugas untuk menarik pungutan retribusi atas kegiatan
tersebut. Hal ini tentu saja menjadi kesenjangan sosial dalam lingkup

kegiatan perekonomian di pasar Sepanjang. Dari hal tersebut menarik
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keganjalan yang terjadi pada kegiatan bongkar muat barang daganagan di

pasar Sepanjang sebagai masalah utama yang akan dikaji.

B. Analisis Hukum Islam dan Perbup No 22 Tahun 2017 terhadap
pembayaran retribusi pelayanan pasar atas sewa fasilitas pasar di pasar

Sepanjang Taman Sidoarjo

1. Analisis hukum Islam terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar

atas sewa fasilitas pasar di pasar Sepanjang Taman

Dalam akad /Jjarah pihak-pihak yang bersangkutan didalamnya
ada berbagai macam, dalam hukum Islam orang yang menyewa
disebut dengan “musta’jir’, orang yang menyewakan disebut dengan
“mu’jir’, sedangkan benda yang disewakan disebut dengan “ma jur’
dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut
disebut dengan “wujrah”. Akad Ijarah sendiri dibagi menjadi dua jenis,
yang pertama adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan
tertentu™. Yang kedua yaitu jjarah yang berlangsung atas manfaat
yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-
cirinya. Dikatakan dalam bentuk 7jarah karena para sales barang yang
telah memanfaatkan fasilitas pasar berupa pelataran/halaman pasar
melakukan kegiatan ekonomi yaitu bongkar muat barang yang dalam
pelaksanaannya dapat dikatakan menyewa tempat untuk kegiatan

tersebut yang dalam Islam disebut akad ijarah.

5% Shaleh al-Fauzan, Fiqih sehari-hari, ter Abdul hayyie al-Kartani, (Jakarta: Gema Insani Press,
2005), 482
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Seperti perjanjian lainnya sewa menyewa merupakan perjanjian
yang bersifat konsensual, yang artinya perjanjian ini mempunyai
kekuatan hukum ketika saat sewa menyewa berlangsung. Apabila
akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban
untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan kemudian
setelah manfaat barang diterima maka pihak penyewa wajib
memberikan uang untuk barang yang disewa (Ujrah).

Al jjarah ialah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantianSI. Ketika akad sewa menyewa telah berlangsung,
penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang
menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah
mu’awadhad (penggantian)’> dalam penerapannya pemungutan
retribusi pelayanan pasar dipungut ketika manfaat fasilitas pasar
telah diterima oleh orang lain. Dalam hal ini pemungutan retribusi

pelayanan pasar adalah halal karena sesuai dengan firman Allah SWT

dalam surat Az-Zukhruf ayat 32.

AL IR S e R R LR S R W A P fsf,,f__ 2
dﬁaéu,?&f}))a_.s\iwm/ s an S0ag i La sl i o

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia beberapa derajat, agar sebagian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan

>!Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:Widya cahaya,

2011),

*2Sayyid sabiq, Fikih Sunnah 13, terj Kamaludin A, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 7.
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rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan (Q.S Az-Zukhruf:32)”

Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar
hampir memenuhi rukun dan syarat ijarah yakni mu’jir dan musta’jir
adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah
mengupah. mu’jir adalah orang yang menerima upah dan
menyewakan, musta’jir adalah orang yang memberi upah untuk
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu’*. Dalam penerapan di
pemungutan retribusi pelayanan pasar mujir adalah sub unit pasar
Taman sedangkan musta’jir adalah para pembongkar muat barang
dagangan di pasar Taman.

Kemudian, sighat ijab kabul adalah lafaz sewa dan yang
berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat
menunjukkan hal tersebut, namun pada praktiknya sighat ijab kabul
tidak terjadi karena halaman pasar yang dimanfaatkan oleh
pembongkar muat barang dagangan tidak seharusnya digunakan oleh
mereka digunakan bongkar muat barang. Dalam hal ini shighat
harusnya dilakukan antara sub unit pasar Taman dan pembongkar
muat barang pasar Taman terjadi ketika pembongkar muat barang
tengah melakukan kegiatan bongkar muat barang di halaman pasar
yang termasuk fasilitas pasar yang harusnya dipungut retribusi

pelayanan pasar sesuai peraturan yang berlaku.

>*Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan tafSirnya jilid 9, (Jakarta: Widya cahaya, 2011),104.
>* Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.
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Untuk wujrah (upah) adalah imbalan balas jasa atas sesuatu yang
telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merpakan suatu
kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau
mengupah seseorang untuk diambil manfaatnya. Pada penerapannya
sub unit pasar Taman tidak memungut retribusi pelayanan untuk
kegiatan bongkar muat barang yang telah memanfaatkan fasilitas

pasar berupa halaman pasar.

Sedangkan untuk manfaat dari hasil penggunaan aset dalam 7jarah
obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus
dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam
penerapannya sub unit pasar Taman memberikan manfaat yaitu
pemanfaatan fasilitas pasar berupa halaman pasar untuk digunakan
sebagai tempat bongkar muat barang.

Dalam praktik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar
dilakukan pada jam 10.00 WIB pagi sampai selesai pada para
pedagang yang menyewa stand di pasar Sepanjang saja, namun tidak
terjadi penarikan retribusi pada kegiatan bongkar muat barang
dagangan yang ada di halaman pasar Sepanjang Taman. Hal ini tidak
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 yang mana
didalamnya telah diatur bahwa kegiatan bongkar muat barang berhak
dipungut retribusi denan tarif yang telah ditentukan, karena telah

memanfaatkan fasilitas pasar berupa halaman pasar.
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Dalam akad jjarah (sewa-menyewa) keadaan manfaat sewa yang
dilakukan itu diketahui, karena manfaat sewa tersebut adalah objek
yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana
jual beli. Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui ketika pihak
bongkar muat barang melaksanakan kegiatannya membongkar muat
barang dagangan di halaman pasar Taman yang memanfaatkan
fasilitas pasar untuk melakukan kegiatannya yang sekaligus
mendapatkan pelayanan kebersihan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijarah
merupakan akad pengganti maka pengganti yang dalam arti
sebenarnya yaitu alat tukar haruslah jelas dalam pelaksanaannya,
sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli.
Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar status
upah sudah jelas karena nominal upah telah tercantum pada Perbup
Nomor 22 Tahun 2017 berupa tarif untuk masing-masing kendaraan
yang melakukan bongkar muat didalam lingkungan pasar.

Status manfaat sewa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka
tidak sah ijarah atas transaksi sewa untuk tempat prostitusi, penjualan
barang haram seperti minuman keras , dan narkoba. Dalam hal ini
sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi
pelayanan pasar adalah mubah.

Kondisi manfaat sewa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak

sah ijarah atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam



71

penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa
diambil secara penuh namun tidak ada timbal balik berupa ujrah
(upah) kepada pihak sub unit pasar Taman.

Setelah observasi dilakukan kejanggalan terlihat pada kegiatan
bongkar muat barang yang tidak dianggarkan dana retribusi setiap
melakukan bongkar muat, mereka bebas melakukan bongkar muat
tanpa dikenakan retribusi oleh pasar Sepanjang Taman, bahkan tidak
ada petugas khusus yang ditugaskan untu sekedar mengawasi dan
memungut dana retribusi pelayanan pasar atas pemanfaatan fasilitas
pasar. dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemungutan
retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar Sepanjang Taman tidak
sejalan dengan rukun dan syarat jjarah karena memanfaatkan sewa
menyewa fasilitas pasar berupa halaman namun tidak ada timbal balik
berupa ujrah atas pemanfaatan sewa tersebut oleh kendaraan bongkar

muat barang.

. Analisis Perbup Nomor 22 Tahun 2017 terhadap retribusi pelayanan

pasar

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada
Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi

penduduknya secara perorangan. Jasa dari Negara tersebut dapat
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dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi
yang menikmati balas jasa dari negara tersebut.’

Retribusi daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan

memberikan kontribusi timbale balik kepada wajib pajak.’® Sementara
itu definisi yuridis retribusi daerah menurut ketentuan pasal 1 UU
nomor 28 Tahun2009 yaitu:
“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan pribadi atau Badan.”’

Pengertian jasa menurut uraian diatas adalah kegiatan Pemerintah
Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
atau badan.”®

Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam kategori jasa umum
yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Lampiran tarif tersebut merupakan tarif yang seharusnya
dianggarkan dan dipungut oleh pihak pasar Sepanjang Taman

Sidoarjo, namun kejanggalan terjadi dalam pelaksanaannya, pihak Upt

pasar Sepanjang tidak memungut retribusi tersebut ketika kendaraan-

> Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer (Y ogyakarta:Graha ilmu, 2010),37.
%% Roristua Pendiangan, Hukum Pajak, (Y pgyakarta:Graha ilmu, 2015), 11.

*Pasal 1 UU no 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi,9.

*¥ Ida Zuraida, Teknik penyusunan peraturan derah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 86
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kendaraan melakukan kegiatan bongkar muat barang dagangan di
pelataran pasar Sepanjang. Yang seharusnya pelataran pasar berupa
halaman pasar merupakan bagian dari fasilitas pasar dan wajib
dipungut retribusi bagi pelakunya dengan tarif yang telah ditentukan
dalam peraturan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Kepala
Upt Sub Unit Pasar Sepanjang yang mengatakan bahwa kegiatan
bongkar muat barang di pasar Sepanjang adalah tidak disediakan
tempat khusus karena lahan yang terlalu sempit, untuk kendaraan
yang melakukan kegiatan bongkar muat barang untuk mengirim
pasokan barang kepada pedagang pasar Sepanjang sudah ada tempat
lain yakni sebelah selatan dari pasar Sepanjang yang dikelola oleh
pihak Dishub dan bukan dalam pengelolaan dinas Upt pasar
Sepanjang. jadi, ketika ada kendaraan yang melakukan bongkar muat
barang dalam kawasan pasar Sepanjang adalah dilakukan dengan
sembarangan (illegal).”’

Keputusan yang dipaparkan tentang pelarangan kawasan pasar
Sepanjang untuk kegiatan bongkar muat barang memang tidak
terdapat aturan yang jelas dalam pelaksanaannya, namun hasil
wawancara penulis dengan berbagai pihak yang ada dalam pasar

Sepanjang memberi hasil bahwa kegiatan tersebut memang tidak

> Djoko Susilohadi, (kepala UPT pasar Sepanjang Taman) Wawancara, Sidoarjo. Tanggal 20
Desember 2018
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disediakan tempat khusus dalam kawasan pasar Sepanjang, tempat
yang seharusnya menjadi bongkar muat barang adalah dalam kawasan
pengelolaan Dishub yakni disebelah selatan dari pasar Sepanjang.
Perundang-undangan yang belaku tentang retribusi pelayanan
pasar baik dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 ataupun Perbup Nomor
22 Tahun 2017 juga tidak menjelaskan tentang area-area mana saja
yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan
kegiatan bongkar muat barang, kedua aturan tersebut hanya
menjelaskan tentang macam-macam kegiatan yang berhak dipungut
retribusi, objek retribusi, dispensasi pembayaran retribusi untuk
berbagai kriteria sampai tarif yang dianggarkan untuk setiap kegiatan

perekonomian yang berada dikawasan pasar daerah Sidoarjo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Dalam praktik pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar
Sepanjang Taman Sidoarjo pihak sub unit Pasar Taman tidak
melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar kepada pihak-pihak
yang memanfaatkan fasilitas pasar berupa pelataran pasar seperti sales
dan distributor barang yang melakukan kegiatan bongkar muat barang
dengan tujuan untuk memasok barang kepada kios-kios pedagang
yang berdagang di pasar Sepanjang berupa bermacam-macam barang
seperti makanan ringan, sembako dan sayur-sayuran

Menurut hukum Islam praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar
berupa penggunaan fasilitas pasar berupan pelataran/halaman pasar di
pasar yaitu tidak adanya ujrah (upah) atas sewa fasilitas pasar yang
telah digunakan. Sedangkan menurut Perbup Nomor 22 Tahun 2017
praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Sepanjang
Taman Sidoarjo tidak sesuai dengan pearturan yang berlaku karena
tidak dipungutnya retribusi pelayanan pasar bagi mereka yang
melakukan kegiatan bongkar muat barang dengan memanfaatkan

fasilitas pasar berupa pelataran pasar.
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B. Saran
Sejalan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka
disarankan kepada:

Sub unit pasar Sepanjang Taman Sidoarjo mempertegas praktik
retribusi pelayanan pasar dengan menarik pungutan retribusi
pelayanan pasar kepada pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas
berupa pelataran pasar seperti sales dan distributor barang yang
melakukan kegiatan bongkar muat barang agar tercipta keadilan bagi
setiap orang yang melakukan kegiatan perekonomian di pasar
Sepanjang Taman Sidoarjo dengan memperhatikan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar diharapkan
supaya lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak
terjadi kejanggalan dalam praktik pelaksanaan retribusi pelayanan

pasar.
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